KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
' IBUKOTA JAKARTA

Nomor 1040 Tahun 1997

tentang

BAKU MUTU AIR LIMBAH SISTEM PERPIPAAN (SEWERAGE SISTEM)

DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kédudukan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara

Mengingat :

mengakibatkan peningkatan pembangunan dan pertambahan
penduduk, di samping pertumbuhan kegiatan perdagangan dan
industri yang menimbulkan limbah cair sebagai hasil kegiatan dari
rumah-rumah tangga, bangunan-bangunan komersial, clan industri;

b. bahwa pembuangan limbah cair yang tidak teratur dan tertib

dapat menyebabkan kerugian bagi kesehatan umum dan
mengganggu keselamatan hidup manusia serta polusi terhadap
lingkungan;

c. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan

yang diakibatkan dari buangan limbah cair, perlu adanya usaha
pencegahan dan penanggulangan, antara lain pembatasan/
karaktristik kualitas dan kuantitas limbah cair yang masuk ke dalam

sistem perpipaan (sewerage sistem); ‘

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada hurufa,bdanc

=D

di atas, perlu menetapkan Baku Mutu Air Limbah Sistem Perpipaan
(sewerage sistem) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan
keputusan Gubernur Kepala Daerah. ;

. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 (Stbl 1926 no. 226),

2. Undang-Undang Nomor 9 ‘Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk

Usaha-Usaha Bagi Umum;
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketantuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air;

8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 173/
Menkes/Per/Vill/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari
Badan Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan
Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 528/
Menkes/ Per/XIl/1982 tentang Kualitas Air Tanah yang Berhubungan
dengan Kesehatan,

10.Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 134/
M/SK/4/1988 tentang Pencegahan dan penanggulangan sebagai
akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup;

11.Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor
KEP-03/Men.KLHNI/1893 tentang Baku Mutu Limbah Cair;

12 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/
MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan
Industri;

13.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomur Kep-52/
MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Hotel;

14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun
1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Air dan Lepas Pantai
dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun
1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Claerah Khusus
Ibukota Jakarta,

16.Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakara Nomor 10
Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif bagi
Perusahaan/industri/Kegiaian yang Menimbulkan Pencemarzan
Lingkungan di Dasrah Khusus lcukota Jakarta;



18. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1002 Tahun 1985 tentang

Koordinasi dan Mekanisme Pengendalian Pencemaran Lingkungan
dalam Wilayah DKI Jakarta;

19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
582 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku
Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomor
211 Tahun 1994 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Air Limbah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA TENTANG BAKU MUTU AR LIMEAH SISTEM
PERPIPAAN (SEWERAGE SYSTEM) DI DAERAH KHUISUS
IBUKOTA JAKARTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

a.

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut

PD PAL Jaya adalah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

. Instansi terkait adalah instansi-instansi yang selama ini diberi kewenangan untuk

mengelola air limbah seperti antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Karitor Pengkajian
Perkotaan dan Lingkungan (KPPL), Dinas Kebersihan dan lain-lain;

. Sistem Perpipaan Air Limbah Umum adalah sistem perpipaan air limbah yang

dikelola oleh PD PAL Jaya,

. Air Limbah adalah semua buangan limbah cair yang berasal dari sisa kegiatan

industri dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali;

Air Limbah Sistem Perpipaan adalah semua buangan limbah cair yang masuk
sistem perpipaan air limbah umum yang memenuhi Baku Mutu Limbah Sistem
Perpipaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

. Air Limbah Domestik adalah air bekas kegiatan yang berasal dari rumah tinggal,

kantoi, hotel, restoran, tempat ibadaih, tempat hiburan, pasar, pertokoan, rumah
sakit, setagai akibat kegiatan manusia di tempat tersebut;



h. Air Limbah Non Domestik adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan
industri akibat suatu proses produksi; '

i. Sarana Air Limbah adalah sarana fisik yang digunakan untuk pengelolaan air
limbah antara lain saluran perpipaan air limbah, bangunan penunjang dan
bangunan pengolahan air limbab;

j. Pipa Air Limbah Persil adalah pipa pembuangan (dari bangunan ke pipa air limbah
umum) yang dibangun oleh pemilik/ penghuni/penanggung jawab bangunan untuk
penyaluran air limbah secara tertutup;

k. Pelaksana ialah Badan Usaha atau Perseorangan yang bergerak dalam bidang
usaha jasa dan pelaksanaan bangunan

BABII
PENETAPAN BAKU MUTU AIR LIMBAH SISTEM PERPIPAAN

Pasal 2

(1) Baku Mutu Air Limbah Sistem Perpipaan di Daerah Khusus lbukota Jakarta
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. .

(2) Baku Mutu Air Limbah Sistem Perpipaan adalah baku mutu air limbah maksimum
yang diperbolehkan untuk dibuang ke dalam sistem perpipaan air limbah umum.

Pasal 3

Baku Mutu Air Limbah Sistem Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan satu kesatuan dengan program pengendalian pencemaran air di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4

Parameter yang diuji untuk setiap jenis kegiatan mengacu pada jenis paramater yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang mengatur tentang
Penetapan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Daerah
Khusus Ibukota Jakanta.

BAB Il
PENGENDALIAN
Pasal §
Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab setiap bangunan yang berada di daerah

yang sudah terpasang saluran perpipaan air limbah umum harus membuang air
limbahnya ke saluran perpipaan air limbah umum tersebut.
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Pasal 6

Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab setiap bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diharuskan membangun sarana saluran air limbah persil dan
menyambung dengan baik ke saluran air limbah umum di bawah pengawasan PD
PAL Jaya dan instansi lain yang terkait.

Pasal 7

Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan Pasal 6 yang sudah memanfaatkan saluran air limbah umum, wajib
" memelihara kualitas air limbah yang dibuang dan harus memenuhi baku mutu air

limbah sistem perpipaan sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan pada
saluran air limbah dan sarana lainnya.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

(1) Pengawasan dan pemantauan Baku Mutu Air Limbah Sistem Perpipaan Umum
dilaksanakan oleh PD PAL Jaya.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, PD PAL Jaya berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil
pengawasannya kepada Gubernur Kepala Daerah.

(3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain
meliputi :

a. pemantalﬁan dan evaluasi baku mutu air limbah yang masuk ke sistem
perpipaar.

b. pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan pada
huruf a tersebut di atas dilaksanakan oleh PD PAL Jaya.

(4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu
apabila dipandang perlu.

(5) Apabila hasil pengawasan dan pemantauan menunjukan terjadinya penyim-
pangan baku mutu, instansi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan
kegiatan tersebut atas nama Gubernur Kepala Daerah, memerintahkan
penanggulangannya kepada pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan dan
dapat mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Ketentuan tata laksana pengawasan dan pemantauan diatur lebih lanjut
dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 9

[Ralam melalksanakan tugas pengawssan dan pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 petugas PD PAL Jaya berwenang :



a. memasuki lingkungan sumber air limbah;,

b. mengambil contoh limbah dan memeriksa kualitasnya atau menugaskan
pemilik/penghuni/penanggung jawab  bangunan untuk  melakukan
pemeriksaan pada laboratorium yang dirujuk dan menyerakkan hasil uji
laboratorium tersebut kepada PD PAL Jaya atas beban biaya pemilik/
penghuni/penanggung jawab bangunan tersebut;

c. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas
air limbah yang dibuang, termasuk proses pengolahannya.

BABV
SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dikenakan sanksi
administrasi berupa ;

a. denda;
b. penutupan saluran persil ke saluran perpipaan air limbah umum. ¥

BAB VI ' ' "
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
anggaran PD PAL Jaya.

e

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1997

GUBER UR KEPALA DAERAN KHUS
g UKOTA JAKARTA,

/ JRJADI SREDIRDJA

Tembusan :
1. Menteri Daiam Negeri



Menteri Pekerjaan Umum

Menteri Perindustrian

Menteri Kesehatan

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Pimpinan DPRD DKI Jakarta

Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta

Para Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

. Sekwilda DKI Jakarta

10.Para Asisten Sekwilda DKI Jakarta

 11.Ketua Bappeda DKI Jakarta

12.Itwilprop DKI Jakarta

13.Kepala Kanwil Pekerjaan Umum DKI Jakarta

14.Para Walikotamadya DKI Jakarta

15.Kepala Direktorat Sospol DKI Jakarta

16.Kepala Kantor PMD Propinsi DK Jakarta

17.Para Kepala Dinas DKI Jakarta

18.Sekertaris DPRD DKI Jakarta

19.Para Kepala Biro/PD/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta
20.Para Camat DKI Jakarta

21.Para Lurah DKI Jakarta
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Lampiran : Keputusan Gubernur KDKI Jakarta
Nomor 1040 Tahun 1997

Tanggal 21 Juli 1997

I. BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
YANG BOLEH MASUK KE SISTEM PERPIPAAN

MO PARAMETER BAKU MUTU SATUAN
I |FISIKA
Suhu 38 °C
Zat Padat Terlarut 3000 mg/L
| |Zat Padat Tersuspensi (SS) 850 mg/L
I [KIMIAWI
Amoniak 65 mg - N/L
Arsen 1 mg/L
Besi Total (Fe) 5 mg/L
Fluorida 2 mg/L
| [Klorin bebas; 5 mg - Cl,/L
Krom total 1 mg/L
Krom Heksavalen 1 mg Cr®'/L
Nitrat 10 mg - N/L
Nitrit 1 mg - N/L
pH 5-8
Seng (Zn) 15 mg/L
Selenium (se) 0,05 mg - S/L
Sulfida 2 ma/L
|Tembaga (Cu) 1 mg/l
Mangan (Mn) 2 mg/L
Fenol 1 mg/L
Minyak dan lemak 20 mg/L
Senyawa Aktif Biru Metilen 30 ma/L
Zat Organik (KMnO4) 550 mg/L
BOD 400 mg/L
COD (Bichromat) 600 mg/L
Il. BAKU MUTU AIR LIMBAH NON DOMESTIK
YANG BOLEH MASUK KE SISTEM PERPIPAAN
NO PARAMETER BAKU MUTU SATUAN
I |FISIKA
Suhu 38 e
Zat Padat Terlarut 3000 mg/L
Zat Padat Tersuspensi (SS) 850 mg/L




